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ABSTRAK: - bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan 
dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat serta untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak huni, 
pelaksanaannya perlu dilakukan dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan 
pemberdayaan Masyarakat. 

 - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 
dan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 
Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana 
Lingkungan. 

 - Peraturan Wali Kota Semarang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK 
HUNI sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni serta 
tujuan agar pelaksanaan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni dapat terlaksana secara 
efesien, efektif dan tepat sasaran. Peraturan Wali Kota ini memiliki ruang lingkup kriteria 
RTLH yang ditentukan berdasarkan keselamatan bangunan, kebutuhan minimum ruang, 
aspek Kesehatan bangunan, dan persyaratan bahan bangunan. Kemudian terkait penerima 
bantuan yang terdiri atas MBR dan Masyarakat miskin, jenis bantuan RTLH terdiri atas PKRS 
dan PBRS. Selanjutnya diatur juga terkait mekanisme pengajuan serta pelaksanaan bantuan 
untuk RTLH, kemudian pelaporan terhadap pelaksanaan serta pembiayaan dari RTLH itu 
sendiri. 

CATATAN - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023 
Lampirn 3 halaman 

 

  


